
BUPATI 'ABALONG 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG 
NOMOR 188.45/ 003 /2023 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA 
UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TABALONG 

BUPATI TABALONG, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong, 
dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi 
syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara 
Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tabalong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
Ta.balong; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), 
sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820), scbagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Dacrah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang­ 
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­ 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (€OVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
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• 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Per bendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601), scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 
03); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07); 

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69); 

MEMUTUSKAN: 

; Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, scbagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara 
Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten 
Tabalong menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) 
sesuai dengan bidang tugas dan fungsi kewenangannya kepada: 
I. Kepala Bidang Perbendaharaan; 
2. Kepala Bidang Anggaran; 
3. Kepala Bidang Akuntansi; dan 
4. Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah. 
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Tabalong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong. 

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, 

rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan 
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban 
pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan fungsi BUD; dan 
d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

PPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam 
melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) 
berwenang ' a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
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b. mengesahkan DPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran Kas Daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (8PD); 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 

atas nama Pemerintah Daerah; 
h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Daerah; • i. menyajikan informasi keuangan daerah; 
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan 

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD); 

k. mengelola investasi; 
I. menetapkan anggaran kas; 
m. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D); 
n. membuka Rekening Kas Umum Daerah; 
o. membuka rekening penerimaan; 
p. membuka rekening pengeluaran; dan 
q. menyusun laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD. 

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati 
Tabalong melalui Sekretaris Daerah. 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong 
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tabalong. 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tanjung 
tanggal 02 4anuari 2023 =g 

/BUPATTABALONG, 

KETUJUH 

KEENAM 

KELIMA 

Tembusan Kepada Yth; 
1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di 

Banjarbaru. 
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. 
3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel 

Cab.Tanjung di Tanjung. 
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung. 
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung. 
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung. 
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. ·····················"'········································· 
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